GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 257 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2026

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi
Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan
Informasi Publik, maka untuk tersedianya informasi publik
oleh Pemerintah Daerah yang Dberkaitan dengan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat
dipertanggungjawabkan, maka perlu menetapkan Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur
Kepulauan Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026
tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5
Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi
Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 209);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor I Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor
58);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan
Riau Nomor 55);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulaunan Riau Nomor 6 Tahun
2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2025 Nomor 6);
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14, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2017
tentang Tata Kerja Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau (Berita Daecrah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017
Nomor 455);

15. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat Daecrah (Berita Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 63 Tahun 2025
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daecrah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1083);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2026.

KEDUA : Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan
ini.

KETIGA : Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud
pada diktum KEDUA terdiri dari :

1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

KEEMPAT ; Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA angka 1
mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
1. Tugas :
a. menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;
b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di
Badan Publik;
c. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi
Publik;
d. mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian
sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan;
dan
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e. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan
monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik
yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.

2. Wewenang :

a. menetapkan dan mengangkat PPID dan PPID Pelaksana;

b. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di
Badan Publik;

c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan
oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti
oleh PPID;

d. menunjuk PPID untuk mewakili Badan Publik di dalam
proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi
dan/atau di Pengadilan; dan

e. menetapkan  strategi dan metode pembinaan,
pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan
kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID
Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/atau Petugas
Pelayanan Informasi.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana
dimaksud pada diktum KETIGA angka 2 mempunyai tugas
dan wewenang sebagai berikut :

1. Tugas :

a.menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan
Informasi Publik;

b.menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan
Informasi Publik;

c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan  proses
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan
pelayanan Informasi Publik;

d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan
dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau
Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;

e. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;

f. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik
dan layak untuk dipublikasikan;

g melakukan pengujian tentang konsekuensi atas
Informasi Publik yang akan dikecualikan;

h. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan
pemutakhiran Daftar Informasi Publik;

i. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien
agar mudah diakses oleh publik; dan

j» melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan
monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi
Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau
Petugas Pelayanan Informasi.

2. Wewenang :

a. menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
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b. menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan
Informasi Publik;

¢. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara
berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam
melaksanakan pelayanan Informasi Publik;

d. meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau
Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan
pelayanan Informasi Publik;

e. menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik
dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian
tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan
dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;

f. menolak Permintaan Informasi Publik dengan
menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila
Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang
dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan
PPID;

g. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas
Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola,
memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi
Publik; dan

h.menetapkan  strategi dan metode pembinaan,
pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan
kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh
PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA angka 3
mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
1. Tugas :
a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas,
dan kewenangannya;
b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik
yang telah ditetapkan PPID;

c. mengonsolidasikan proses penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi
Publik;

d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas
Pelayanan Informasi di Badan Publik;

e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen
Informasi Publik;

f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan
memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan

g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi
Publik agar mudah diakses oleh publik.

2. Wewenang :
a. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas
Pelayanan Informasi di Badan Publik;
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b. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi
di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan
Informasi Publik; dan

c. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk
menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam
melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi
Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan
pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik
dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pengelola
Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada
diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur
Kepulauan Riau.

Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 2 Februari 2026

'\"\vf;:"tr‘{,”‘, ';.
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
£ 0N

_ ANSAR/AHMAD

: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1.

Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;

Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan
Riau di Tanjungpinang;

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan
Riau di Tanjungpinang.

. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
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Lampiran : Keputusan Gubernur Kep ulauan Riau
Nomor : 257 Tahun 2026
Tanggal : 2 Februari 2026

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN 2026
Atasan PPID : Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau
PPID : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Kepulauan Riau

PPID Pelaksana : 1. Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan dan
Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi
Kepulauan Riau

2. Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan
Pembangunan Biro Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

3. Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

4. Kepala Bagian Protokol Biro Administrasi Pimpinan
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

5. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Umum Sekretariat
Daerah Provinsi Kepulauan Riau

8. Kepala Bagian Tatalaksana Biro Organisasi Sekretariat
Daerah Provinsi Kepulauan Riau

9. Kepala Bagian Umum dan Kehumasan Sekretariat
DPRD Provinsi Kepulauan Riau

10. Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

11. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Kepulauan Riau

12. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

13. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kepulauan Riau

14. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

15. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kepulauan Riau

16. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Kepulauan Riau

17. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Kepulauan Riau

18. Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Riau

19. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

20. Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

21. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau
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22. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan
Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau

23. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau

24, Sckretaris Dinas Perumahan dan  Kawasan
Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

25, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau

26. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Kepulauan Riau

27. Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi
Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Kepulauan Riau

28. Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi
Kepulauan Riau

29. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi
Kepulauan Riau

30. Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau

31. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau

32. Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

33. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Kepulauan Riau

34. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
Provinsi Kepulauan Riau

35. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Kepulauan Riau

36. Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau

37. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kepulauan Riau

38. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Kepulauan Riau

39. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Kepulauan Riau

40. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan
Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau

41. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan Penghubung
Daerah Provinsi Kepulauan Riau

42, Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah
Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau

43. Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Jiwa dan
Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi
Kepulauan Riau
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PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompak Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575000 Faksimile. (0771) 4575050
Pos-el : setda@kepriprov.go.id Laman : https:/ /kepriprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 673/KPTS-15/11/2026

TENTANG

TIM PERTIMBANGAN DAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2026

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) dan ayat (6)
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik, maka perlu menetapkan
Tim Pertimbangan dan Petugas Pelayanan Informasi Publik
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur
Kepulauan Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);
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Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5
Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi
Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 209);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan
Riau Nomor 55);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor
58);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun
2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 Nomor 6);

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2017
tentang Tata Kerja Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017
Nomor 455);
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15. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 63 Tahun 2025
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 Nomor 1083);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan

KESATU :  Tim Pertimbangan Dan Petugas Pelayanan Informasi Publik
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026.

KEDUA : Tim Pertimbangan dan Petugas Pelayanan Informasi Publik
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan
dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pertimbangan dan Petugas Pelayanan Informasi Publik
sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas
sebagai berikut :

1. Tim Pertimbangan bertanggung jawab membantu
merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi
Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan.

2. Petugas Pelayanan Informasi Publik bertanggung jawab
menyiapkan kebutuhan Pejabat Pengelola Informasi Dan
Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam
proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan,
pelayanan Informasi Publik, dan/atau mengelola Website
PPID Provinsi Kepulauan Riau (ppid.kepriprov.go.id).

KEEMPAT : Tim Pertimbangan dan Petugas Pelayanan Informasi Publik
sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Dalam
melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Gubernur
Kepulauan Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan
Riau selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

KELIMA g Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

KEENAM

Salinan

Petikan

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 2 Februari 2026

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
UABAT.SEKRETARIS DAERAH,
9 O,

FTRONIL ),

y

i1 Utama Madya (IV/d)
NIP 197704251996021001

: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;

2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;

3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;

4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan

Riau di Tanjungpinang;

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;

6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan
Riau di Tanjungpinang.

o

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dipindai dengan CamScanner
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Lampiran

Keputusan Gubernur Kepulauan Riau

Nomor

Tanggal :2 Februari 2026

: 673/KPTS-15/11/2026

TIM PERTIMBANGAN DAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN 2026

TIM PERTIMBANGAN

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

2. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3. | Asisten Administrasi Umum
4. | Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Hukum Kepulauan Riau
5. | Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau
6. | Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
II. PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
Dinas Komunikasi dan q
: o g Verifikator data
1. | Agam Syafonna Informatika Pr}':i:SSI Kepulauan {nforimasi Publik
Dinas Komunikasi dan :
5 : ? TR Verifikator data
2. | Ummil Khalish, S.S Informatika erc;:SSl Kepulauan [Eiermanl Publile
Dinas Komunikasi dan g
x : e Verifikator data
3. | Ramayana Prasetia, A.Md Informatika PrRoj:TSl Kepulauan Informasi Publik
Dinas Komunikasi dan ;
4 il i s Verifikator data
4. | Muhammad Riski, S.Kom Informatika PI‘ROi\;llilSI Kepulauan Informasi Publik
Dinas Komunikasi dan :
; ; ; : Tt Verifikator data
5. | Rani Puspita Sari, S.I.Kom. Informatika H;i21$81 Kepulauan Informasi Publik
Dinas Komunikasi dan :
6. | Nurbariah Tiarawati, S.Pd Informatika Provinsi Kepulauan Venﬁkat9r datg
Riau Informasi Publik
Dinas Komunikasi dan ;
7. | Dwie Andrio Informatika Provinsi Kepulauan IVenﬁkatpr data
Riau nformasi Publik
Dinas Komunikasi dan Verifikator dat
8. | Evita Misiani Siregar, S.A.P. | Informatika Provinsi Kepulauan Inf . g 8
Riau nformasi Publik
Dinas Komunikasi dan \
4 : ST Verifikator data
9. | Gusparizal, A.Md Informatika Pr;i\;x;m Kepulauan Informasi Publik
Dinas Komunikasi dan ;
; : s Verifikator data
10. | Hermawan Ari Suseto Informatika P:}'Qoi\;lrlm Kepulauan Informasi Publik
11 Donny Gabriel Hutagalung, Biro Organisasi Sekretariat Verifikator data
"1 S.Tr. L.LP Daerah Provinsi Kepulauan Riau |Informasi Publik
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12.

Sri Wahyuni Marpaung, SE

Biro Pemerintahan dan Otonomi
Daerah Sekretariat Daerah

Penginput data

g ; Informasi Publik
Provinsi Kepulauan Riau
Biro Kesejahteraan Rakyat 2
13. | Dewi, S.Sos Sekretariat Daerah Provinsi IP?ngm pl'l;i%;?k
Kepulauan Riau Foa e
; Biro Hukum Sekretariat Daerah | Penginput data
14 iy Bien Walasgiari, Sk Provinsi Kepulauan Riau Informasi Publik
; Biro Umum Sekretariat Daerah | Penginput data
19y | AU, BuBy LN Provinsi Kepulauan Riau Informasi Publik
Biro Administrasi Pimpinan 4
. : R Penginput data
16. | Ernawati, S.Kom Sekretariat Daerah. Provinsi tafornasi Publile
Kepulauan Riau
Biro Perekonomian dan i
17. | Dian Sari Kesuma, S.Si., M.Si | Pembangunan Sekretariat Daerah Fengnp l.lt dat?
e : Informasi Publik
Provinsi Kepulauan Riau
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pengi
; ; ol enginput data
18. | Dede Rasid, S.Sos., M.I.P. Sekretariat Daerah' Provinsi teifasbice Publik
Kepulauan Riau
. . Badan Pengelola Perbatasan Penginput data
e L Daerah Provinsi Kepulauan Riau |Informasi Publik
Badan Pengembangan Sumber Pengi
. : i enginput data
20. | Heru Triwahono, SE Daya Manusia ggsnm Kepulauan Informasi Publik
; ; Badan Penanggulangan Bencana | Penginput data
21. | Deni Yuda Setiawan, 8.80s | 1o Provinsi Kepulauan Riau |Informasi Publik
; Badan Kesatuan Bangsa dan Penginput data
22 | Baittroliny, BT Politik Provinsi Kepulauan Riau |Informasi Publik
Badan Kepegawaian Daerah dan | Penginput data
29. | Nurl Sacpul, MM KORPRI Provinsi Kepulauan Riau |Informasi Publik
- 2 Badan Keuangan dan Aset Penginput data
24. | Martha Pitriana Sitorus, S.E. Daerah Provinsi Kepulauan Riau |Informasi Publik
05 Rachmat Suhatsyah Iqgbal, Badan Penghubung Daerah Penginput data
" | MM. Par Provinsi Kepulauan Riau Informasi Publik
e Badan Pendapatan Daerah Penginput data
26. | Panji Tisna, S.T Provinsi Kepulauan Riau Informasi Publik
Badan Perencanaan, Penelitian Pengi t dat
27. | Nanny Nurviani, S.Sos., M.H dan Pengembangan Provinsi Inf rgrﬁ; pl.‘lpu%h.a}‘{
Kepulauan Riau rnes
28 Raja Muhammad Abdollozan, | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | Penginput data
"| SE Provinsi Kepulauan Riau Informasi Publik
; Dinas Kelautan dan Perikanan | Penginput data
29. | Sudarsono, 8.Pi Provinsi Kepulauan Riau Informasi Publik
Dinas Perindustrian dan :
S Penginput data
30, | Hadya Yoga Permana, ST Perdagangan Pé;):lnm Kepulauan tabiernacl Publil
Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2 Desa, Kependudukan dan Penginput data
31. | Bustami, SE, MM Informasi Publik

Pencatatan Sipil Provinsi
Kepulauan Riau

Dipindai dengan CamScanner
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Dian Ananda Eka Dewangga,

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian

Penginput data
32. . Penduduk dan Keluarga guipt p
S:Pal Berencana Provinsi Kepulauan Informasi Publik
Riau
; Dinas Sosial Provinsi Kepulauan | Penginput data
. | Agus Salim, S. ; £np
o8 gui Saim, Siba Riau Informasi Publik
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Penginit dat
34. | Hendy Widyatmoko, S.AB Menengah Provinsi Kepulauan SUEMRHUE aath
Ri Informasi Publik
au
i Dinas Pariwisata Provinsi Penginput data
W L BI A Kepulauan Riau Informasi Publik
: Dinas Energi dan Sumber Daya | Penginput data
36. .E. ; it y : p
Muslinzat; B9 Mineral Provinsi Kepulauan Riau |Informasi Publik
Dinas Tenaga Kerja dan :
. ; ; : o Penginput data
37. | Dika Hardani, S.I.LKom Transmigrasi PRric;v‘:nm Kepulauan Taformasi Publik
Dinas Lingkungan Hidup dan ;
: < Penginput data
38. | Fivekananda F.C, S.Kom Kehutanan Prl;)i:;m Kepulauan Informasi Publik
39 Helen Novelti Asaftu Taqwa, Dinas Pendidikan Provinsi Penginput data
" | AMd Kepulauan Riau Informasi Publik
: Dinas Kesehatan Provinsi Penginput data
i b Kepulauan Riau Informasi Publik
; o Dinas Perhubungan Provinsi Penginput data
s fULDisyiam, BdP Kepulauan Riau Informasi Publik
, oiald ; Dinas Penanaman Modal dan :
Riezky Yulviani Armanita, : Penginput data
42| SXM., M.SE Pelayanan Terpadu Satu Pintu |1 v a6i Publik
Provinsi Kepulauan Riau
: TP Dinas Kebudayaan Provinsi Penginput data
#3: 1 ¥usni Nevi Riawite, S:L.Kom Kepulauan Riau Informasi Publik
Dinas Perumahan dan Kawasan <
; . Lo Penginput data
44. | Sueprizal, S.Kom Permukiman P};?a‘illns1 Kepulauan tiformasi Pubiile
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Pengingiit da
45. | Muhammad Basroni, ST Ruang dan Pertanahan Provinsi gmp u vt
; Informasi Publik
Kepulauan Riau
Dinas Komunikasi dan Penginput data
46. | Afriyanti, A.Md Informatika Pr;i:SSI Kepulauan Informasi Publik
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian| ”
47. | Agra Afri Gunawan dan Kesehatan Hewan Provinsi Ii?;lrgr:lr; I::;,S%;S{
Kepulauan Riau
Dinas Perpustakaan dan 3
g SN Penginput data
48. | Ferdy, S.S.T.Ars Kearsipan ProYlnsx Kepulauan Informasi Publik
Riau
. Inspektorat Daerah Provinsi Penginput data
49. | Murni, S. AP, Kepulauan Riau Informasi Publik
: Sekretariat DPRD Provinsi Penginput data
50. | Bambang Haryadi Kepulauan Riau Informasi Publik
Satuan Polisi Pamong Praja dan Bagctvidt dath
51. | M.Faizal, S.Sos Penanggulangan Kebakaran enginpu

Provinsi Kepulauan Riau

Informasi Publik
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Rumah Sakit Jiwa dan Paigingiit dotn
Wa Ode Ernymawati, S.ST Ketergantungan Obat Engku Haji : :
Daud Provinsi Kepulauan Riau | Tiormesi Publik

Rumah Sakit Umum Daerah Raja
Zamia Akhiria Okta, SKM Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan
Riau

Penginput data
Informasi Publik

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PE\QJ”KBAI:\SEKRETARJS DAERAH,
S ~J0

4 By, N\
/‘1‘“ 1 . 8 - A '

UKIZAIMAN PRAWIRA, S.STP., M.Si.
‘Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 107704251996021001
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